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RINGKASAN

PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI NEGARA

Oleh :
Muhammad Rezha Setyadi', Djoni Sumardi Godzali®
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman

Penelitian ini mengkaji pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Indonesia dalam perspektif Hak Menguasai Negara serta menelaah
kelayakan dipertahankannya pelaksanaan PBB berdasarkan aspek keadilan,
kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah dan
bangunan. Pengaturan PBB pada dasarnya merupakan manifestasi
kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, dan memanfaatkan sumber
daya agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan dalam Undang-Undang
Pokok Agraria. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat
permasalahan terkait orientasi pemungutan PBB yang cenderung lebih
mengutamakan kepentingan penerimaan negara dan daerah dibandingkan
fungsi sosial tanah serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai
pemilik atau penguasa tanah dan bangunan. Selain itu, kebijakan
desentralisasi pengelolaan PBB-P2 menimbulkan disparitas antar daerah
dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun tarif pajak yang
berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dalam perspektif Hak
Menguasai Negara serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah
pelaksanaan PBB masih layak dipertahankan berdasarkan prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah dan
bangunan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
agraria dan hukum pajak, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan
pembentuk kebijakan dalam merumuskan sistem perpajakan pertanahan
yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan tetap sejalan dengan
tujuan konstitusional negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

1 NIM : 2420216310002
2 Pembimbing:
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PBB di Indonesia
secara normatif merupakan bentuk pelaksanaan Hak Menguasai Negara
yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan
tanah dan bangunan, termasuk melalui instrumen perpajakan. Akan tetapi,
pelaksanaan PBB belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial
karena besaran pajak yang dikenakan sering kali meningkat seiring
kenaikan nilai objek pajak tanpa mempertimbangkan secara memadai
kemampuan ekonomi wajib pajak. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok
berpenghasilan rendah yang memiliki tanah atau bangunan dengan nilai
objek pajak yang tinggi akibat perkembangan wilayah.

Berdasarkan analisis terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum,
dan perlindungan hak masyarakat, ditemukan bahwa pelaksanaan PBB
masih menyisakan berbagai persoalan yuridis dan sosiologis. Dari aspek
keadilan, pengenaan PBB belum sepenuhnya memperhatikan kemampuan
membayar (ability to pay) wajib pajak. Dari aspek kepastian hukum, adanya
perbedaan kebijakan penetapan NJOP dan tarif pajak antar daerah
menimbulkan ketidakseragaman perlakuan terhadap objek pajak yang
memiliki karakteristik serupa. Dari aspek perlindungan hak masyarakat,
pemungutan PBB berpotensi mengurangi manfaat ekonomi atas tanah dan
bangunan yang dimiliki masyarakat apabila tidak diimbangi dengan
kebijakan yang memperhatikan fungsi sosial tanah dan kesejahteraan
pemiliknya.

Berdasarkan perbandingan dengan beberapa negara yang tidak
menerapkan pajak properti tahunan atau menerapkannya secara terbatas,
penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan PBB di Indonesia perlu
dievaluasi kembali. Evaluasi tersebut diperlukan agar sistem perpajakan
pertanahan lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial, fungsi sosial hak
atas tanah, dan konsep Hak Menguasai Negara yang menempatkan
kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Reformulasi kebijakan PBB
perlu diarahkan pada mekanisme yang lebih proporsional, memperhatikan
kemampuan ekonomi wajib pajak, memberikan kepastian hukum yang
seragam, serta menjamin perlindungan hak masyarakat atas tanah dan
bangunan sehingga tujuan konstitusional untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dapat terwujud secara optimal.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Hak Menguasai Negara, Hukum
Agraria

Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dalam perspektif Hak
Menguasai Negara serta mengkaji kelayakan dipertahankannya pelaksanaan PBB
berdasarkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat
atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
perbandingan, yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PBB di Indonesia merupakan bentuk
pelaksanaan Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang Pokok Agraria. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan
memanfaatkan tanah serta bangunan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
termasuk melalui instrumen perpajakan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan
PBB cenderung lebih mengutamakan kepentingan fiskal dibandingkan fungsi sosial
tanah dan perlindungan hak masyarakat. Desentralisasi pengelolaan PBB-P2 juga
menimbulkan disparitas antar daerah dalam penetapan nilai objek pajak dan tarif
pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan PBB di Indonesia belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kenaikan nilai
pajak bumi dan bangunan yang signifikan sering kali tidak mempertimbangkan
kemampuan ekonomi wajib pajak dan berpotensi membebani masyarakat.
Berdasarkan perbandingan dengan beberapa negara yang tidak mengenakan pajak
properti tahunan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan PBB di Indonesia
perlu dievaluasi kembali agar selaras dengan prinsip keadilan sosial, fungsi sosial
tanah, dan tujuan konstitusional Hak Menguasai Negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
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REGULATIONS ON LAND AND BUILDING TAX (PBB) FROM THE
PERSPECTIVE OF STATE'S RIGHT OF CONTROL

By :
Muhammad Rezha Setyadi', Djoni S. Gh'oz,all2
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT
Keywords: Land And Building Tax (PBB), State s Right of Control, Agrarian Law

This thesis entitled Regulations on Land And Building Tax (PBB) in Indonesia from
the perspective of State’s Right of Control explores the feasibility for defending
the implementation of Land And Building Tax (PBB) from the perspectives of
justice, legal certainty, and protection of the society right of land and building. The
method of this study is normative legal research, using statute, conceptual, and
comparative approaches, analyzed with descriptive qualitative method. The
findings of the study indicate that regulation on Land And Building Tax (PBB) in
Indonesia constitutes a form of implementation of State’s Right of Control as
regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the
Republic of Indonesia and Basic Agrarian Act. The State possesses authority to
regulate and make use of the land and building to the maximun extent for people’s
welfare, including through the instrument of taxation. However, in practice, the
realization of Land and Building Tax (PBB) tends to give priority to fiscal interest
compared to social functionof land and protection of society’s right.
Decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) management
also arises disparity among the regions in the determination of the tax object values
and tax tariffs. This research also found out that the implemantation State’s Right
of Control in Indonesia has not yet fully reflects the principle of justice and legal
certainty. The significant increase of value of Land and Building Tax (PBB)
frequently does not consider the economic ability of taxpayer and has potential to
burden the society. Based on the comparation with a number of countries which do
not impose annual property tax, this research concludes that regulations on Land
And Building Tax (PBB) in Indonesia need to be re-evaluated so they will be in
conformity with the principle of social justice, social function of land, and the goal
of the constitutional State’s Right of Control for the greatest possible prosperity of
the people.
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